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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kebijakan re-

storative justice dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

medis dan memiliki prospek yang dapat menjadi solusi komprehensif bagi pelaku 

tindak pidana medis, korban, masyarakat, dan negara, pada masa yang akan da-

tang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendeka-

tan yuridis-normatif. Berdasarkan data dan analisis, penulis mendapatkan jawaban 

bahwa kebijakan restorative justice dapat diterapkan dalam rangka penanggulan-

gan tindak pidana medis dengan cara nonlitigasi, kuasi litigasi, dan litigasi. Pen-

erapan kebijakan restorative justice yang lebih mengutamakan cara musyawarah 

untuk mufakat dengan melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarga korban, 

masyarakat, serta penegak hukum, terbukti lebih “kompatibel” dan bermanfaat 

bagi semua pihak. Oleh karena itu, kebijakan restorative justice memiliki prospek 

yang baik untuk diterapkan sebagai solusi komprehensif dalam menyelesaikan 

perkara tindak pidana medis pada masa yang akan datang sebagai ius constituen-

dum. Bagi Indonesia, ternyata restorative justice bukanlah hal yang baru, meng-

ingat nilai-nilainya telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial budaya masyara-

kat dan sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia: Pancasila dan UUD 1945. Oleh 

sebab itu, kebijakan restorative justice dalam upaya penanggulangan tindak pi-

dana medis selain memiliki prospek yang baik juga dirasakan lebih sesuai dan 

mudah dilaksanakan dengan metode konstruksi, kodifikasi, dan unifikasi. Untuk 

menjadikannya sebagai hukum positif diperlukan kebijakan hukum untuk 

melakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia sebagai entry point. 

 

Kata kunci: restorative justice, tindak pidana medis, dan kebijakan hukum pi-

dana. 

 

Abstract: The purpose of this research is to find out that the restorative justice 

poli-cy can be applied to prevention in medical crimes and have prospects that 

can be a comprehensive solution for medical crime offenders, victims, the socie-

ties and the state, in the future in Indonesia. This research uses qualitative meth-

ods with juridical-normative approaches. Based on data and analysis, the authors 

get the answer that the restorative justice policy can be applied in the context of 

the handling of criminal offenses by means of non-litigation, quasi-litigation, and 

litigation. The application of restorative justice policies that prioritize ways of 

deliberations to reach consensus by involving perpetrators, victims and/or fami-

lies of victims, communities, and law enforcers, proved to be more "compatible" 

and beneficial for all parties. Therefore, the restorative justice policy has good 
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prospects to be applied as a comprehensive solution in resolving future medical 

crime cases as ius constituendum. For Indonesia, evidently that res-torative jus-

tice is not new concept, considering that its values have been internalized in the 

socio-cultural life of the people and in line with the Indonesian philosophy: Pan-

casila and the Constitution (UUD 1945). Therefore, the restorative justice policy 

can be applied to prevention in medical crimes beside having good prospects is 

also felt to be more appropriate and easier to implement with the method of con-

struction, codification, and unification. To make it a positive law, a legal policy is 

needed to reform criminal law in Indonesia, as an entry point. 

 

Keywords: restorative justice, medical crime, and criminal law policy. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Hukum di Indonesia mulai ke-

hilangan pamor dan kepercayaan 

publik. Bahkan, keadaannya pada 

saat ini “lumpuh” dan telah berada 

pada titik nadir, kata Sunaryati Har-

tono.
1
 Hukum tidak mampu menjadi 

solusi yang komprehensif dalam 

mengatasi masalah-masalah sosial. 

Sistem peradilan pidana konvension-

al yang berlaku selama ini (hukum 

positif), terutama yang terkait dengan 

tindak pidana medis, gagal me-

nyelesaikan masalah karena hanya 

berorientasi pada penghukuman 

pelaku, sedangkan hak-hak korban 

diabaikan, masyarakat pun tidak 

mendapatkan manfaat apa-apa, yang 

                                                           
1
  Lihat Orasi Ilmiah Bustanul Arifin di 

depan Sivitas Akademika Universitas 

Hasanuddin Makasar, pada 5 Januari 

1994, sebagaimana dikutif oleh Achmad 

Ali dalam bukunya Menguak Tabir 

Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Ja-

karta, 2008, Hlm. 2. 

terjadi justru menambahi beban 

negara.  

Dihukumnya pelaku – dalam ka-

sus tindak pidana medis berarti dok-

ter – terbukti tidak menyelesaikan 

masalah, baik bagi pelaku, korban, 

masyarakat, maupun negara. Bagi 

pelaku dan korban, penghukuman 

itu, baik secara fisik, psikis, sosial, 

maupun ekonomis, tidak menda-

tangkan manfaat apa pun, kecuali 

sekadar pembalasan dendam yang 

bersifat emosional, sehingga secara 

empiris penghukuman itu sama 

sekali tidak efektif. Korban dan/atau 

keluarga korban dalam kasus pidana, 

misalnya, selama proses penanganan 

masalah, mulai dari pemeriksaan 

hingga pelaksanaan hukuman 

(pemenjaraan), yang bisa memakan 

waktu tahunan, seakan-akan bukan 

merupakan bagian dari peristiwa 
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hukum yang tengah berlangsung. 

Korban dan/atau keluarga korban 

kalaupun sesekali dipanggil, diperik-

sa, atau didengar kesaksiannya si-

fatnya hanya sekadar untuk 

melengkapi keyakinan pemeriksa, 

yang kadang-kadang justru me-

merdalam luka psikis korban 

dan/atau keluarga korban karena ha-

rus mengungkapkan lagi kejadian 

yang memilukannya itu secara beru-

lang-ulang. Apalagi kalau ternyata 

kasus itu adalah kasus pelecehan 

seksual atau perkosaan, maka korban 

dan/atau keluarga korban bukan hal 

yang mustahil akan semakin men-

derita dan traumatik. Sesudah palu 

hakim dijatuhkan dan pelaku di-

hukum masuk penjara pun, lagi-lagi 

korban dan/atau keluarga korban ju-

ga tidak mendapatkan manfaat apa-

apa, kecuali sekadar (ada yang mera-

sa) dendamnya terbalaskan. Selebi-

hnya tidak ada manfaat apa pun yang 

diperoleh oleh korban dan/atau 

keluarga korban, baik moril maupun 

materiil. 

Bagi masyarakat, kalau yang di-

hukum tersebut seorang dokter kare-

na dianggap telah melakukan tindak 

pidana medis, maka jangankan 

mendapat manfaat, justru dirugikan 

karena makin berkurangnya kualitas 

dan kuantitas layanan medis di dae-

rah itu.
2
 Artinya, penghukuman 

pelaku, terutama seorang dokter yang 

sangat diperlukan jasa keahliannya 

demi kemanusiaan, sama sekali tidak 

memberi manfaat praktis bagi 

masyarakat. 

Kondisi yang menunjukkan adan-

ya disparitas antara harapan dan ken-

yataan hukum tersebut perlu dil-

akukan langkah-langkah strategis 

guna mengembalikan fungsi dan 

tujuan hukum bagi masyarakat. Un-

                                                           
2
  Lihat dalam M. Ali Firdaus, Dokter Da-

lam Bayang-Bayang Malpraktik Medik, 

Penerbit Widya Paramarta, Bandung, 

2017, Hlm. 9, terkait dengan kasus 

bangkrutnya Rumah Sakit Rappahannock 

(2004) di Negara Bagian Virginia, 

Amerika Serikat, gara-gara dokter dan 

rumah sakit tersebut diputus bersalah dan 

harus membayar miliaran dolar AS untuk 

penggugat dan membayar pengacara. 

Akibatnya, sekitar 1,5 juta penduduk 

Kilmarnock tidak mendapatkan layanan 

kebidanan yang biasa diberikan oleh ru-

mah sakit tersebut. Lebih jauh, rumah 

sakit tersebut akhirnya ditinggalkan para 

pasiennya hingga tak sanggup lagi mem-

bayar ribuah pegawainya dan akhirnya 

bangkrut. Bandingkan pula dengan peri-

stiwa layanan medis di sejumlah pulau di 

Indonesia Bagian Timur, misalnya di 

sejumlah kabupaten di Provinsi Papua, 

yang rasio dokternya sangat rendah, se-

hingga ada sebagian daerah yang war-

ganya belum pernah mengenal dokter se-

umur hidupnya. Oleh sebab itu, pemenja-

raan seorang dokter sangat merugikan 

masyarakat. 
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tuk itu diperlukan reorientasi ke-

bijakan dan tujuan hukum yang 

selama ini lebih berorietasi pada 

upaya mewujudkan keadilan dan 

kepastian diarahkan pada kemanfaa-

tan hukum;
3
 dari penjeraan dan pe-

nistaan didorong ke upaya rehabili-

tasi, reintegrasi, dan pemberdayaan 

sosial. Itulah yang oleh penulis sebut 

sebagai kebijakan keadilan restoratif 

atau yang lebih populer dengan isti-

lan kebijakan restorative justice.  

Kebijakan restorative justice 

merupakan respons sekaligus kritik 

terhadap pene-rapan sistem peradilan 

pidana (umum) dengan sistem 

pemenjaraan yang selama ini beraku 

terbukti tidak efektif dalam me-

nyelesaikan masalah hukum. Dalam 

pandangan Marian Leibmann,
4
 kon-

sep penyelesaian masalah pidana 

dengan pendekatan restorative jus-

tice lebih: (1) memrioritaskan 

                                                           
3
  Lihat Achmad Ali, Op. Cit., Hlm. 67, 

bahwa tujuan hukum menurut Gustav 

Radbruch adalah untuk mewujudkan 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 

hukum. Lihat pula Utility Theory dari 

Jeremy Bentham dan Hadits Nabi Mu-

hammad saw. yang menekankan bahwa 

sebaik-baiknya manusia adalah yang 

bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya 

orang lain. 
4
  Marian Leibmann, Restorative Justice: 

How It Works, Jessica Kingsley Publish-

er, 2007. 

dukungan dan penyembuhan bagi 

korban, baik secara fisik maupun 

psikis; (2) mendorong pelaku untuk 

memertanggungjawabkan atas per-

buatannya kepada korban; (3) 

mengedepankan dialog atau musya-

warah antara korban dan pelaku un-

tuk mencapai kesepakatan yang sal-

ing menguntungkan bagi para pihak, 

sehingga proses penyelesaian 

sengketa itu mendatangkan manfaat 

terutama bagi korban dan pelakunya; 

(4) meletakkan secara benar dan pro-

porsional atas kerugian yang diderita 

oleh korban yang timbul dari peri-

stiwa hukum tersebut; (5) menyadar-

kan pelaku dan mencegah timbul 

atau terulangnya kejahatan baru yang 

sejenis; dan (6) melibatkan masyara-

kat dalam proses integrasi antara 

korban dan pelaku pascakejadian 

yang ada umumnya terjadi ketidakh-

armonisan, bahkan saling 

mendendam, termasuk terjadinya 

disharmoni tata nilai dalam masyara-

kat. 

Menurut Howard Zehr, restora-

tive justice merupakan kompas, 
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bukan peta.
5
 Artinya, restorative jus-

tice merupakan petunjuk arah atau 

guidance yang bersifat dinamis (tid-

ak statis) untuk mendapatkan solusi 

secara utuh atas masalah hukum 

yang tengah dihadapi oleh para pihak 

disesuaikan dengan kondisi masing-

masing yang tengah berperkara 

dengan tidak mengurangi hak mas-

ing-masing untuk saling “adu-tawar” 

guna mendapatkan titik temu yang 

saling menguntungkan (win-win so-

lution). Adapun menurut salah 

seorang tokoh penganjur konsep re-

storative justice, John Braithwaite, 

restorative justice merupakan arah 

baru antara justice and welfare mod-

els atau antara retribution and reha-

bilitation.
6
 Maksudnya, restorative 

justice merupakan model 

penyelesaian masalah hukum yang 

berorientasi pada upaya untuk 

mewujudkan nilai-nilai keadilan 

sekaligus kesejahteraan atau ke-

manfaatan atau antara unsur sanksi 

                                                           
5
  Howard Zehr, The Little Book of Restor-

ative Justice, Good Books, Intercourse, 

PA 17534, Hlm. 8 – 12. 
6
  John Braithwaite, Restorative Justiceand 

Responsive Regulation, Oxford Universi-

ty Press, New York, 2002, dalam Rena 

Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum 

terhadap Korban Kejahatan, 2010, Gra-

ha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 161. 

dan unsur yang bersifat memerbaiki 

kondisi (terutama ekonomi). Artinya, 

aspek keadilan dapat dicapai dengan 

mengedepankan kemanfaatan. Jadi, 

fokus perhatiannya adalah pada nilai 

kemanfaatan hokum bagi masyarakat 

yang sejalan dengan konsep Islam 

dan teori kemanfaatan Bentham.
7
 

Dengan kata lain, kebijakan re-

storative justice merupakan pemba-

ruan proses peradilan pidana konven-

sional (yang tidak efektif) menuju 

penyelesaian yang sesuai dengan 

keinginan para pihak, yang sejalan 

dengan semangat, jiwa, dan ideologi 

bangsa Indonesia untuk menjadikan 

hukum sebagai solusi komprehensif 

melalui musyawarah dengan seman-

gat kekeluargaan. Itulah yang oleh 

Padmo Wahjono sebut sebagai nega-

ra hukum berdasarkan Pancasila dan 

UUD 945.
8
 Hal senada juga 

dikemukakan oleh Oemar Seno Aji 

dan Romli Atmasasmita bahwa kon-

sep negara hukum dengan karakteris-

tik pendekatan musyawarah secara 

                                                           
7
  Jeremy Bentham, An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation, 

Batoche Books, Kitchener, 2000). 
8
  Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum 

Indonesia, Penerbit Ind-hill Co., Jakarta, 

1989, Hlm. 153. 
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kekeluargaan adalah Negara Hukum 

Pancasila.
9
 

Tujuan penelitian ini secara 

umum adalah untuk mengembalikan 

hukum sebagai sarana penyelesai 

masalah secara komprehensif yang 

lebih bermanfaat, bermartabat, dan 

berkeadilan sosial bagi semua pihak, 

baik pelaku, korban, masyarakat, 

maupun negara, sebagaimana amanat 

Pembukaan UUD 1945.
10

 Secara te-

oritis, penelitian ini berguna untuk 

mengembangkan ilmu hukum, khu-

susnya ilmu hukum pidana dan 

hukum kedokteran/medis. Adapun 

secara praktis, penelitian ini berguna 

untuk memberi masukan bagi 

pemerintah dalam kaitannya dengan 

penetapan kebijakan hukum pidana; 

bagi legislatif dalam kaitan dengan 

pembentukan undang-undang; dan 

bagi lembaga peradilan, khususnya 

                                                           
9
  Romli Atmasasmita, Teori Hukum Inte-

gratif (Rekontruksi Terhadap Teori 

Hukum Pembangunan dan Teori Hukum 

Progresif), Genta Publishing, Yogyakar-

ta, 2012, Hlm. 101 – 102. 
10

  Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegas-

kan bahwa tujuan negara (hukum) di an-

taranya adalah untuk meningkatkan kese-

jahteraan umum, mencerdaskan ke-

hidupan bangsa, yaitu sejalan dengan 

Teori Hukum Progresif yang dikemuka-

kan oleh Satjipto Rahardjo dan Teori 

Negara Kesejahteraan dari John Maynard 

Keynes. 

peradilan pidana, terutama terkait 

dengan penerapan dan penegakan 

hukum. 

Pertanyaan problematiknya ada-

lah: (1) bagaimanakah kebijakan re-

storative justice dapat diterapkan da-

lam upaya menanggulangi tindak pi-

dana medis; dan (2) bagaimanakah 

prospek penerapan kebijakan restor-

ative justice dalam upaya menanggu-

langi tindak pidana medis secara 

komprehensif di Indonesia? 

 

B. PEMBAHASAN 

Untuk menemukan jawaban 

secara objektif atas pertanyaan prob-

lematik tersebut, metode penelitian 

yang penulis gunakan untuk 

mengkaji dan melakukan analisis 

adalah metode kualitatif dengan pen-

dekatan yuridis normatif. Karakteris-

tik metode kualitatif di antaranya 

simpulan hasil analisis tidak dapat 

diukur secara matematik atau statis-

tik, melainkan didasarkan pada 

kekuatan argumentasi yang 

dideskripsikan dalam bangunan logi-

ka dan penalaran ilmiah. 

1. Perspektif Tindak Pidana Medis 

Dalam perspektif hukum pidana, 

tindak pidana medis dipandang se-
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bagai kejahatan yang merupakan ma-

salah yang menjadi otoritas negara 

dan oleh karena itu hanya negara 

yang berhak menghukumnya, mes-

kipun sebenarnya komunitas adat 

(artinya bukan hanya negara) juga 

bisa memberi sanksi pidana yang tid-

ak kalah efektifnya. Namun, karena 

otoritas negara diberi kewenangan 

untuk mengambil alih semua peran 

publik yang terkait dengan pemida-

naan, maka hanya negara yang ber-

wenang mewakili publik untuk me-

nyelesaikan masalah hukum pidana. 

Diakui atau tidak, peran negara da-

lam kontes penyelesaian masalah 

hukum pidana acapkali tidak merep-

resentasikan kepentingan, keinginan, 

dan tuntutan kebutuhan para pihak, 

terutama korban dan pelaku. Sebab, 

dalam faktanya korban hampir selalu 

tidak mendapatkan porsi perhatian 

yang cukup memadai, kecuali hanya 

didengar keterangannya sebagai 

saksi (saksi korban). Kesaksian 

korban tersebut pun oleh hakim – 

atas nama netralitas dan integritas 

hakim – tidak harus dirujuk sebagai 

pertimbangan utama dalam proses 

pengambilan putusan pengadilan. 

Itulah sebabnya sering terjadi antara 

putusan hakim dan kehendak korban 

merupakan dua hal yang berbeda 

yang seolah-olah tidak menunjukkan 

adanya korelasi. Karena itu pula 

pemenjaraan pelaku kejahatan sering 

dianggap sebagai pelampiasan 

kebencian, balas dendam, dan pe-

nistaan masyarakat yang dijalankan 

oleh negara. Ketidakseimbangan 

keadaan itulah yang melahirkan ga-

gasan restorative justice sebagai al-

ternatif yang lebih bermanfaat dan 

sesuai dengan rasa keadilan bagi 

korban, pelaku, masyarakat, dan 

negara secara bersama-sama. 

Tidak seperti tindak pidana pada 

umumnya, tindak pidana medis 

memiliki karakteristik yang spesifik 

dan dalam beberapa hal kondisinya 

berbanding terbalik dengan tindak 

pidana biasa. Misalnya, kalau tindak 

pidana biasa yang dijadikan fokus 

perhatiannya adalah akibatnya (ge-

volg), namun pada tindak pidana 

medis yang dijadikan objek perhatian 

utamanya adalah sebabnya (causa). 

Sehingga, apapun yang dilakukan 

oleh seorang dokter, diukur dari 

sesuai atau tidaknya tindakan medis 

tersebut dengan ketentuan-ketentuan 

praktik kedokteran, yaitu: standar 
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kompetensi medis, kewenangan 

medis, standar pelayanan medis, 

standar prosedur operasional, indi-

kasi medis, informed consent, standar 

etika kedokteran, disiplin praktik 

kedokteran, dan peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku. Oleh 

sebab itu, apa pun akibatnya, sepan-

jang tindakan medis yang dilakukan 

oleh dokter telah sesuai dengan ke-

tentuan medis tersebut di atas, maka 

dokter tidak dapat dituntut secara 

hukum. Hal itu antara lain 

dibenarkan berdasarkan perjanjian 

terapeutik yang dibuat antara dokter 

dan pasien. Dalam perjanjian tera-

peutik yang dijadikan pedoman dan 

objek perjanjian atau yang diperjan-

jikan adalah “upaya yang sungguh-

sungguh” oleh dokter untuk kesem-

buhan pasien (inspaning verbintenis), 

bukan hasil akhir (resultat 

verbintenis) berupa kesembuhan.
11

  

Dengan kata lain, apabila ada tin-

dakan medis yang dilakukan oleh 

dokter dan telah sesuai dengan ke-

                                                           
11

  Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed 

Consent dan Rekam Medis Dalam 

Transaksi Terapeutik, Kenimedia, Ban-

dung, 2011, Hlm. 15 – 16. Bandingkan 

juga dengan Bahder Johan Nasution, 

Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban 

Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 

11. 

tentuaan yang berlaku sebagaimana 

tersebut di atas, namun berakibat bu-

ruk pada pasien, misalnya kondisi 

pasien semakin memburuk, pasien 

mengalami cacat fisik secara per-

manen, atau bahkan meninggal 

dunia, maka kondisi yang demikian 

itu termasuk kategori risiko medis, 

bukan malpraktik medis. Jadi, dalam 

konteks tindak pidana medis fokus 

utama pemeriksaan pidana terletak 

pada penyebabnya (tindakan medis 

yang dilakukan oleh dokter), bukan 

akibat yang terjadi pada diri pasien 

pascatindakan medis. 

Dalam kasus tindak pidana biasa, 

hubungan antara sebab dan akibat 

dapat ditarik garis langsung. Artinya, 

antara sebab dan akibat memiliki 

hubungan kausalitas yang saling 

terkait atau memengaruhi. Hal itu 

tidak berlaku dalam kasus tindak pi-

dana medis. Sebab, tindakan medis 

yang sama (sebagai penyebab) yang 

dilakukan oleh dokter kepada lebih 

dari satu pasien, akibat yang timbul 

atau dialami oleh masing-masing 

pasien bisa berbeda-beda. Perbedaan 

akibat yang dialami oleh pasien ter-

sebut sangat dipengaruhi oleh faktor-
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faktor sebagai berikut:
12

 (1) kondisi 

atau tingkat keparahan penyakit yang 

diderita oleh pasien pada saat bero-

bat; (2) kondisi daya tahan tubuh 

pasien; (3) ketersediaan peralatan 

kesehatan, fasilitas kesehatan, dan 

obat-obataan pada sarana kesehatan 

yang bersangkutan; (4) adanya pen-

yakit lain yang timbul tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya (risiko 

medis); dan (5) adanya penyakit lain 

yang tidak diketahui oleh pasien 

dan/atau dokter sebelumnya. 

Tindak pidana medis (criminal 

malpractice) adalah tindakan medis 

yang memenuhi unsur pidana yang 

dilakukan oleh tenaga medis:
13

 1. 

adanya perbuatan/tindakan medis 

yang bersifat melawan hukum; 2. 

dilakukan oleh tenaga medis yang 

mampu bertanggung jawab; 3. dil-

akukan dengan sengaja atau alpa; 4. 

tidak ada alasan pemaaf. Tindakan 

medis yang bersifat melawan hukum 

adalah tindakan yang bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan praktik 

                                                           
12

  M. Ali Firdaus, Op. Cit., Hlm. 4 – 5. 
13

  Yang dimaksud dengan “tenaga medis” 

sebagaimana dimaksud oleh Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan, Pasal 11 ayat (2) 

terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter 

spesialis, dan dokter gigi spesialis. 

kedokteran. Tenaga medis yang 

mampu bertanggung jawab adalah 

tenaga medis yang dalam menjalan-

kan tugasnya dalam keadaan sadar, 

sehat jasmani-rohani, tidak dalam 

tekanan dari pihak manapun. Adapun 

unsur sengaja (intentional), misal-

nya: melakukan aborsi tanpa indikasi 

medis, euthanasia, membocorkan 

rahasia kedokteran, tidak melakukan 

pertolongan medis dalam kasus 

gawat darurat, membuat surat ket-

erangaan tidak benar, membuat vi-

sum et repertum yang tidak benar, 

dan memberi keterangan yang tidak 

benar dalam siding pengadilan se-

bagai ahli. Sedangkan unsur alpa 

(culpa) adalah bentuk tindakan ku-

rang hati-hati yang menyebabkan, 

misalnya: tertinggalnya peralatan 

medis di dalam tubuh pasien pada 

waktu melakukan tindakan operasi, 

pasien mengalami luka-luka, dan 

pasien cacat atau meninggal dunia. 

Unsur culpa terdiri atas: culpa lata, 

yaitu tidak hati-hati, sembrono, atau 

kesalahan serius (gross fault); culpa 

levis, yaitu kelalaian atau kesalahan 

biasa (ordinary fault); dan culpa 

levissima, yaitu kelalaian atau 

kesalahan ringan (slight fault). Ada-
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pun unsur yang dapat meniadakan 

pidana (pemaaf) menurut J. Guwandi 

adalah faktor-faktor khusus yang tid-

ak ditemui dalam hukum yang berla-

ku umum, misalnya kecelakaan 

medis (medical accident) atau risiko 

pengobatan (risk of treatment).
14

 

2. Objek Penelitian  

Dari tujuh kasus dugaan tindak 

pidana medis yang terjadi di bebera-

pa daerah, yang penulis teliti, yaitu di 

Banda Aceh, Medan, Jakarta, Depok, 

Tasikmalaya, Manado, dan Kerinci, 

semua diawali dari adanya tinda-

kan/pertolongan medis (sebagai 

penyebab) kegawatdaruratan pasien 

dengan indikasi medis yang beragam 

dan semua berakhir dengan mening-

gal dunianya pasien – meskipun, 

sekali lagi, dalam kasus tindak pi-

dana medis antara sebab dan akibat 

tidak dapat ditarik garis kausalitas. 

Ketujuh kasus tersebut, keluarga 

pasien menuntut secara pidana dan 

perdata, ditambah adanya unsur 

pemerasan, ancaman, dan intimidasi, 

                                                           
14

  J. Guwandi, Hukum Medik (Medical 

Law), FKUI, Jakarta, 2007. Lihat juga 

dalam: 

http//www.freewebs.com./Kelalaian 

Medis dan Unsur-unsur Kelalaian 

Hukum, Diunduh pada tanggal 2 Sep-

tember 2018, pukul 23.15 WIB. 

dari pihak lain. Secara pidana, pada 

umumnya keluarga pasien menjerat 

dokter dan/atau rumah sakit dengan 

dugaan terjadi kelalaian medis, 

kesengajaan, dan perbuatan tidak 

menyenangkan, dengan Pasal 334, 

335, 347, 359, dan 360 KUHP. Se-

dangkan gugatan perdatanya keluar-

ga pasien menuduh dokter dan/atau 

rumah sakit telah melakukan per-

buatan melawan hukum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1365, 1366 KUH 

Perdata dan/atau melakukan wan-

prestasi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1239 KUH Perdata, dengan 

tuntutan ganti rugi materiil dan ima-

tariil yang bervariasi, yaitu antara 10 

– 100,65 miliar rupiah.  

3. Cara Penyelesaian Masalah 

Dugaan Tindak Pidana Medis 

Berdasarkan temuan, hasil kajian, 

dan analisis yang penulis lakukan, 

dari ketujuh kasus tersebut dapat 

diselesaikan dengan cara: 

1. Nonlitigasi, yaitu dengan men-

erapkan konsep pendekatan re-

storative justice melalui dialog 

dan musyawarah antarpara pihak 

yang terkait. Cara ini dipilih dan 

mampu menyelesaikan secara 
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efektif dan efisien sebanyak 5 ka-

sus (71, 43%); 

2. Kuasilitigasi, yaitu dengan meli-

batkan pihak penegak hukum se-

bagaimana proses litigasi biasa, 

namun berakhir dengan perdama-

ian secara dialogis (nonlitigasi). 

Cara ini mampu menyelesaikan 

masalah sebanyak 1 kasus 

(14,29%); dan 

3. Litigasi, yaitu menggunakan pen-

dekatan hukum pidana murni. 

Cara ini mampu menyelesaikan 

sebanyak 1 kasus (14,28%). 

Dengan kata lain, pendekatan re-

storative justice dipilih oleh sebagian 

besar para pihak, yaitu 6 dari 7 kasus 

(85,72% atau 86%) sebagai jalan 

keluar untuk menyelesaikan dan 

mengakhiri perselisihan medis antara 

dokter dan rumah sakit (pada satu 

pihak) dan pasien dan/atau keluarga 

pasien (pada pihak lain). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kebijakan re-

storative justice dalam penyelesaian 

perkara dugaan adanya tindak pidana 

medis, merupakan solusi yang di-

anggap paling bermanfaat, bermarta-

bat, berkeadilan, dan lebih 

menguntungkan para pihak, baik 

bagi korban, pelaku, masyarakat, 

maupun negara, apabila dibanding-

kan dengan penyelesaian melalui 

jalur pengadilan (litigasi).  

a. Bagi pasien dan/atau keluarga 

pasien selaku korban, penerapan 

sistem peradilan pidana umum un-

tuk menyelesaikan perkara pidana 

medis selalu menyisakan masalah 

baru bagi bagi dirinya karena tid-

ak pernah diikutsertakan dalam 

proses penyelesaian masalah da-

lam persidangan di pengadilan 

kecuali hanya didengar sebagai 

saksi; pemidanaan atau pemenja-

raan bagi pelaku tindak pidana 

sama sekali tidak memberi 

manfaat apa pun bagi korban 

dan/atau keluarga korban, karena 

faktanya banyak korban dan/atau 

keluarga korban pascapelaksanaan 

vonis hakim hidupnya semakin 

sulit atau berat, baik secara 

psikologis maupun secara 

ekonomis. Hal tersebut tidak akan 

terjadi apabila penyelesaian 

perkara pidana medis dilakukan 

berdasarkan pendekatan restora-

tive justice karena korban akan 

diberdayakan, diberi kompensasi 

secara moril dan materiil oleh 

pelaku tindak pidana, serta mas-
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ing-masing pihak telah saling 

memaafkan. 

b. Bagi dokter sebagai pelaku, pen-

erapan sistem peradilan umum un-

tuk menyelesaikan perkara pidana 

medis selalu menimbulkan masa-

lah baru karena dokter harus men-

jalani proses hukum yang lama 

dan berbelit-belit yang menyita 

banyak waktu, tenaga, dan pikiran 

selama menjalani proses hokum, 

sehingga memecah konsentrasi 

dokter dalam menjalankan tu-

gasnya. Hal itu mengakibatkan 

timbul rasa frustrasi karena 

tekanan psikologis selama men-

jalani proses hokum, apalagi jika 

proses hukum tersebut berakhir 

dengan vonis hukuman penjara, 

maka seorang dokter yang bi-

asanya menjalankan profesi mulia 

dan terhormat (Officium Nobile) 

mendapat perlakuan tidak 

ubahnya dengan seorang pencuri 

atau pembunuh, sehingga timbul 

trauma psikologis yang serius. Hal 

tersebut tidak akan terjadi apabila 

penyelesaian perkara pidana 

medis menggunakan pendekatan 

restorative justice karena pu-

tusannya berdasarkan hasil per-

musyawaratan dan permufakatan 

bersama. 

c. Bagi masyarakat, penerapan 

hukum pidana konvensional untuk 

menyelesaikan perkara pidana 

medis tidak memberikan pemuli-

han kerusakan tatanan sosial di 

dalam masyarakat. Jatuhnya vonis 

hakim berupa pemidanaan atau 

pemenjaraan terbukti tidak mem-

berikan efek jera, sehingga kasus 

demi kasus sejenis terus terjadi 

dari waktu ke waktu. Dalam hal 

penyelesaian perkara pidana 

medis tersebut dilakukan dengan 

pendekatan restorative justice 

maka kerusakan tatanan sosial ter-

sebut dapat dengan mudah dip-

ulihkan karena pelaku diberi 

tanggung jawab untuk melakukan 

social recovery. 

d. Bagi negara, penerapan hukuman 

penjara berdasarkan vonis hakim 

dalam kasus tindak pidana, terma-

suk pidana medis, menambah 

beban keuangan yang sangat be-

rat, yaitu terkait dengan 

terbatasnya ketersediaan gedung 

atau kapasitas ruang penjara 

(lapas), terbatasnya anggaran un-

tuk menata kelola penjara (lapas), 
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dan terbatasnya sumber daya 

manusia, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Hal demikian 

itu dapat diatasi dengan 

penggunaan pendekatan restora-

tive justice dalam penyelesaian 

perkara pidana, karena negara tid-

ak perlu menyediakan semua itu. 

Bahkan, di sejumlah negara yang 

telah melaksanakan pendekatan 

restorative justice penjaranya 

kosong dan dapat digunakan un-

tuk kepentingan lain. 

 

4. Formula Solusi Restorative Jus-

tice  

Berdasarkan analisis penyelesaian 

masalah, baik yang dilakukan dengan 

cara nonlitigasi maupun kuasilitigasi, 

melahirkan formula solusi yang sa-

ma, yang secara umum diterima oleh 

semua pihak, terutama pihak korban 

dan pelaku, yaitu berbentuk: (1) 

pemberdayaan korban/keluarga 

korban dengan pemberian bantuan 

ekonomi jangka panjang oleh pelaku, 

misalnya berupa bantuan modal 

usaha dan/atau pemberian pekerjaan; 

(2) pelaku memberi kompensasi da-

lam bentuk uang dengan jumlah ter-

tentu yang disepakati bersama se-

bagai ganti rugi kepada 

korban/keluarga korban; (3) pern-

yataan dan permohonan maaf dari 

pihak pelaku kepada korban dan/atau 

keluarga korban serta masyarakat 

secara terbuka melalui media massa; 

(4) permohonan maaf dari pelaku 

secara pribadi atau kekeluargaan 

kepada korban/keluarga korban dan 

masyarakat; dan (5) pengakuan men-

jadi keluarga atau famili oleh pelaku 

kepada korban/keluarga korban, 

misalnya sebagai anak asuh, orang 

tua asuh, keluarga angkat, dan se-

bagainya. 

 

C. PENUTUP 

1. Simpulan  

Berdasarkan telaah kritis dan ana-

lisis atas kasus dan data yang men-

jadi objek penelitian ini, penulis 

mendapatkan simpulan yang mem-

berikan jawaban atas pertanyaan 

problematik tersebut sebagai berikut.  

a. Bahwa kebijakan restorative jus-

tice dapat diterapkan untuk me-

nanggulangi tindak pidana medis 

secara efektif dengan cara: (1) 

nonlitigasi, (2) kuasilitigasi, dan 

(3) litigasi. Kebijakan restorative 

justice terbukti lebih efektif untuk 
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penanggulangan tindak pidana 

medis daripada hukum pidana 

positif yang selalu menyisakan 

masalah bagi korban, pelaku, 

masyarakat, dan negara. 

b. Bahwa kebijakan restorative jus-

tice memiliki prospek yang baik 

dalam upaya penanggulangan tin-

dak pidana medis karena secara 

empiris sejalan dengan nilai-nilai 

sosial budaya yang ada, tumbuh, 

dan berkembang di dalam 

masyarakat, juga sejalan dengan 

falsafah bangsa Indonesia, Pan-

casila. Jadi, kebijakan resto-rative 

justice merupakan hukum masa 

depan (ius constituendum) yang 

penerap-annya dapat dilakukan 

dengan metode: konstruksi, kodi-

fikasi, dan unifikasi. 

2. Saran  

Untuk mewujudkan harapan di 

atas, penulis menyarankan kepada:  

a. Pemerintah agar menetapkan poli-

tik hukum nasional yang sejalan 

dengan cita-cita nasional, falsafah 

negara Pancasila, dan UUD 1945 

untuk menentukan sistem hukum 

Indonesia dan roadmap politik 

hukum pidana di Indonesia yang 

sejalan dengan semangat restora-

tive justice guna menggantikan 

sistem hukum peninggalan ko-

lonial Belanda yang sudah usang. 

Untuk itu, para akademisi dan 

pembentuk undang-undang perlu 

melakukan kajian akademik dan 

transformasi konsep Hukum Bar-

at, yaitu sistem Anglo Saxon dan 

Eropa Kontinental, hukum Islam, 

dan hukum adat ke dalam sistem 

hukum nasional, sehingga me-

lahirkan satu sistem hukum na-

sional yang berfilsafatkan Pan-

casila dan UUD 1945. 

b. Dalam jangka pendek, Majelis 

Kehormatan Etika Kedokteran 

(MKEK) dan Majelis Kehormatan 

Disiplin Kedokteran Indonesia 

(MKDKI) perlu diperkuat dan di-

perluas tugas pokok, fungsi, dan 

kewenangannya dalam me-

nyelesaikan sengketa medis me-

lalui proses mediasi, ajudikasi, ar-

bitrasi, dan bentuk-bentuk fasili-

tasi lain yang mengedepankan 

dialog secara musyawarah dan 

kekeluargaan guna menyelesaikan 

masalah secara komprehensif. Da-

lam dalam jangka panjang, negara 

melalui kekuasaan kehakiman 

perlu membentuk lembaga peradi-
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lan khusus yang menangani 

sengketa medis, yaitu lembaga 

peradilan medis guna menjamin 

standar profesi hukum dan profesi 

kedokteran yang lebih profesional 

dan independen.* 
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